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ABSTRAK

Penerapan hukum bidang kewarisan di Indonesia sering mengalami
berbagai hambatan dan benturan. Hal ini karena sistem hukum kewarisan Islam
harus beradaptasi dalam konteks lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem
kemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan latar sosial masyarakat Arab, tempat
hukum kewarisan Islam diterapkan sistem keluarga atau kekerabatan dalam
kewarisan Arab bersifat patriarkal, sedangkan sistem kekerabatan di Indonesia
bersifat bilateral. Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan problem di
atas adalah masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul
Bantul Y ogyakarta. Secara kultural masyarakat \WWonokromo termasuk masyarakat
yang memiliki sifat religius yang tinggi. Akan tetapi di satu sisi, dalam praktek
pembagian harta warisan yang berkembang di daerah tersebut mengikuti adat atau
tradis tersendiri. Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti
lebih lanjut mengenai praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat
Wonokromo Bantul Yogyakarta, hal ini dirasa penting sebagai upaya untuk
menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan hukum
adat yang berkembang di masyarakat muslim. Penelitian ini akan memfokuskan
kgjian pada dua masalah pokok yang akan dipecahkan dalam penelitian, yaitu:
bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Desa Wonokromo
Bantul Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek
pembagian warisan di Desa \WWonokromo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan wawancara, observasi dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk
menganalisis hasil penelitian. Pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini
adal ah pendekatan sosiologis normatif.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian harta
waris yang ditempuh oleh masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem
kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Hal itu
dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris
supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun perbandingan bagian yang diterima
antara ahli waris laki-laki dan ahli perempuan tergantung dari hasil musyawarah
dengan mengutamakan asas rasa saling rela dan saling menerima berapa pun
bagiannya.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Tranditerasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin K eterangan
| Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba’ b be
< ta’ t te
& sa’ § es (dengan titik di atas)
z jim j je
a ha’ h ha (dengan titik di bawah)
a kha’ kh kadan ha
a dal d de
3 zal 7 zet (dengan titik di atas)
J ra’ r er
J. za 7 zet
o sin s es
g syin sy esdanye
ol sad s es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
)5 ta’ t te (dengan titik di bawah)
)5} za’ z zet (dengan titik di bawah)
g ‘an ‘ komaterbalik di atas
£ gain g ge
) fa’ f ef
A qaf q qi
d kaf K ka
d lam | d
a mim m ‘em




d nun n ‘en
K} wawil w w
A ha’ h ha
s hamzah ' apostrof
S ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulisrangkap
33 dxlia ditulis Muta' addidah
S Ditulis ‘iddah
C. Ta Marbutah di akhir kata
1. Biladimatikan ditulis h
ASa ditulis Hikmah
ile Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,
kecuali biladikehendaki lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang ‘a’ serta bacaan keduaitu terpisah,

maka ditulis dengan h.

BN IS

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulist atau h.

ydadll 3L S

Ditulis

Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek




fathah

L ditulis A
J—d ditulis fa’ala
e kasrah ditulis i
gL ditulis zukira
_}_ dammah ditulis u
A ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis A
dlals ditulis janiliyyah
2 fathah + ya' mati ditulis ai
JP—t ditulis tansa
3 kasrah + ya mati ditulis I
Al S ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis U
o S ditulis furid
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya' mati ditulis ai
—Siy ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
Js-d ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostr of
e_“,_,\\ ditulis a’antum
e ditulis u‘iddat
PSSk ol ditulis La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Biladiikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Xi




CJ‘ y—all ditulis al-Qur’an

sl 8 ditulis Al-Qiyas

2. Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

| ditulis as-Sama’

i) ditulis Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

U.‘J)J‘ S 9 Ditulis zawt al-furiid
o Jal ditulis ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Figh adalah salah satu bentuk ortodoks garan agama tersebut, dalam
disiplin keilmuan Islam, sebagian kalangan muslim memandang figh sebagai
produk hukum yang fina dan baku tanpa mempertimbangkan aspek
epistemologisnya. Oleh karena itu, memperlakukan figh sebagai kehendak
mutlak Tuhan merupakan sikap otoriter dan sewenang-wenang.* Hal ini yang
sesungguhnya menjadi cikal bakal lahirnya figh yang berorientasi kekuasaan,
atau figh yang tidak menyisakan bagi pemberdayaan civil society.

Telah disadari bahwa nas dari wahyu sangat terbatas, sementara itu
persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Kemudian
timbul pertanyaan, apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat
sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosia tanpa perlu ada
upaya hukum? Atau, keadaan sosial kultural yang sudah sangat cepat dan
banyak perubahannya harus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu
pertama kali ditemukan, baik oleh ulama perseorangan maupun oleh

madzhab?.?

! Khaled M. Abou El-Fadl, Melawan “ Tentara Tuhan” Yang Berwenang dan Sewenang-
wenang dalam Wacana Islam, Alih Bahasa: Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi, 2003), him.
25-34.

2 A.Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Y ogyakarta: Gama Media, 2002),
him.31.
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Karena itulah dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan
memahami nilai-nilai universalitas dan keabadian garan-gjaran Islam dalam
berbagai aspek kehidupan. Batasan pokok prinsip keterbukaan tersebut adalah
selama tidak adaindikasi yang menunjukkan sebaliknya.® Meskipun demikian,
harus pula diakui bahwa perjalanan sgarah menunjukkan adanya bagian-
bagian tertentu dalam gjaran Islam yang memunculkan pro-kontra di kalangan
masyarakat. Bagian-bagian tersebut, di antaranya, adalah bagian yang
menyangkut hukum publik,* yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat, seperti bidang kewarisan.® Pada sisi lain, Islam, yang menuntut
garan-garannya dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, dapat segera
terwujud. Bahkan, agama ini mengharuskan pengikutnya melaksanakan segala
ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan rasul-Nya.

Namun, dalam praktik di masyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada
tersebut kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara sempurna. Penerapan
hukum bidang kewarisan di Indonesia, misalnya, ternyata mengalami berbagai

hambatan dan benturan, sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin.® Menurut

3rathurrahman, [lmu Waris (Bandung: Al-Ma arif, 1984), him. 34.

“Istilah hukum publik itu sendiri diambil dari Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam Toward
an Idamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, (New York:
Syrcuse University Press, 1990),

°Sementara yang dimaksud dengan hukum itu sendiri menurut E. Utrecht adalah
himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat
yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk
hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan (memaksa) oleh pemerintah. C.S.T. Kansil, Pengantar
I1mu Hukum (Jakarta: Logos, 1999), him 37.

® Hazairin lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 28 Nopember 1906 dan meningga di
Jakarta pada tanggal 11 Desember 1975. Pendidikan formalnya dimulai di HIS Bengkulu (1920),
kemudian melanjutkan pada MULO di Padang (1926), berikutnya menempuh pendidikan pada
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Hazairin, sistem hukum kewarisan Islam harus beradaptasi dalam konteks
lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem kemasyarakatan di Indonesia
berbeda dengan latar sosia masyarakat Arab, tempat hukum kewarisan Islam
diterapkan. Menurut Hazairin, sistem keluarga atau kekerabatan dalam
kewarisan Arab bersifat patriarkal, sedangkan sistem kekerabatan di Indonesia
bersifat bilateral.

Secara umum, terdapat tiga sistem sistem kekeluargaan atau kekerabatan
yang ada di Indonesia, yaitu (1) kebapakan (patrilineal atau patriarchaat atau
vaderrechtelijk),’ (2) keibuan (matrilineal atau matriarchaat atau
moderrechtelijk),® dan (3) kebapak-ibuan (parental atau ouderrechtelijk).’
Selain itu, dalam masyarakat, terdapat pula sistem kekerabatan altenerend.

Sistem kekerabatan altenerend merupakan bentuk turunan atau derivasi sistem

AMS di Bandung (1927), RHS di Jakarta (1935) dan terakhir memperoleh gelar Doktor dengan
karya penelitian Disertasi berjudul “De Rejang” di Jakarta pada tahun 1936.

" Sistem ini menjadikan hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari
bapak maupun dari ibunya. Masyarakat yang menganut sistem kewarisan kebapakan antara lain
masyarakat Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor dan Bali. Wirjono Prodjodikoro,
Hukum kewarisan di Indonesia, (Bandung: t.np, 1983), him. 16.

8 Sistem kewarisan keibuan menetapkan bahwa jika suami meninggal dunia maka ahli
warisnya adalah saudara-saudara perempuannya bersama anak-anak mereka. Sistem ini berlaku di
kalangan masyarakat Minangkabau. Tobing, “Pengaturan Hukum kewarisan dalam Sistem Hukum
Perdata Nasional”, majalah BPHN nomor 1 (tahun 1989), Jakarta, him. 30.

Dalam sistem ini tidak terdapat pembedaan antara hak waris istri, anak-anak
keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dalam sistem
ini dikenal pula pergantian tempat atau platsvervulling. Tobing, Ibid, him. 30. Hazairin menyebut
sistem kewarisan yang demikian dengan istilah bilateral. Sudarsono, Hukum kewarisan dan
Sstem Bilateral (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him. 174. Sistem ini menurut Wirjono berlaku di
kalangan masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan,
Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Wirjono Prodjodikoro, Hukum kewarisan Indonesia, him. 17.
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bilateral atau parental. Sistem kekerabatan ini disebut juga sebaga sistem
kekerabatan yang beralih-alih.*

Ketiga sistem hukum di atas berkembang, dan kemudian berakar di
dalam masyarakat Indonesia dalam proses yang cukup panjang sebagai hasil
dari proses dialektika antara sistem peraturan dan subjek hukum. Hal itu
sesuai dengan rumusan dasar hukum yang digagas oleh Aristoteles dan Plato.
Menurut keduanya, unsur-unsur pembentuk hukum hanya ada dua macam,
yaitu sistem peraturan yang mengikat dan subjek hukum (masyarakat dan
hakim).** Pada saat yang sama, proses dialektika tersebut melahirkan sikap
kepatuhan masyarakat, sikap menerima, dan lahirnya sanksi-sanksi ketika
masyarakat tidak menerima ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, hal ini
melahirkan sistem peraturan atau sistem hukum di masyarakat.*?

Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan problem di atas
adalah masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul
Bantul Yogyakarta. Secara kultura masyarakat Wonokromo termasuk
masyarakat yang memiliki sifat religius yang tinggi. Ha ini diindikasikan
dengan banyaknya sarana-sarana pendidikan agama seperti pondok pesasntren

dan keteguhan masyarakat Wonokromo dalam memegang nilai-nilai

0 Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan, cet. 1
(Bandung: Penerbit Alumni, 1993), him. 48.

1 C.S.T. Kansil, Pengantar IImu Hukum, him. 34.

2Mengutip pendapat Erich L. Richard, Ade Maman Suherman menjelaskan bahwa sistem
hukum utama yang berlaku di dunia berdasarkan pemetaan geografis berlakunya, menjadi enam
macam, yaitu: civil law, common law, Islamic law, socialist law, sub-saharan Africa Law dan Far
East law. Ade Maman Suherman, Aspek-aspek Hukum Dalam Ekonomi Global,cet. 1 (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), him. 23-24.
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formalistik Islam.®® Akan tetapi di satu sisi, dalam praktek pembagian harta
warisan yang berkembang di daerah tersebut megikuti adat atau tradis
tersendiri.™*

Masyarakat Desa Wonokromo, mempunyai cara tersendiri dalam
menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta
seseorang yang meningga dunia dengan anggota keluarga yang
ditinggalkannya. Masyarakat Wonokromo menganut sistem bilateral
individual.*®

Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal
dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan
sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus
anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila
ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah
apabilaibu yang meninggal .

Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih
lanjut mengenai praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat
Wonokromo Bantul Yogyakarta, hal ini di rasa penting sebagai upaya untuk
menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan hukum

adat yang berkembang di masyarakat muslim. Hal ini juga merupakan langkah

13 Sesuai dengan observasi penulis di Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta, bahkan ada

yang menyebut Wonokromo sebagai masyarakat santri karena penduduknya yang cendrung
agamis kultural, tak jarang juga tokoh-tokoh agama yang lahir dari daerah Wonokromo.

¥ Hal ini dijelaskan oleh salah satu warga masyarakat Wonokromo Bantul Y ogyakarta,

dalam wawancara penulis dengan bapak. Sutikno, di kediamannya, 20 September 2009. pukul.
18.30 WIB

1> Soerjono Soekanto, Hukum Adat, him. 260.
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untuk memperkaya figh sebagai diskursus figh civil society, merupakan suatu

langkah penting untuk memberdayakan figh sebagai aat transformasi sosial.*®

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, ada dua pokok masalah yang akan

dipecahkan dalam pendlitian ini, yaitu:

1

Bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Desa
Wonokromo Bantul Y ogyakarta ?
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan

di Desa Wonokromo ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
Mendeskripsikan praktek pembagian harta warisan dalam tradis
masyarakat Desa Wonokromo bantul Y ogyakarta
Memberikan penjelasan bagaimana pandangan hukum Islam atas praktek
pembagian harta warisan dalam tradis masyarakat Desa \Wonokromo
Bantul Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
Memberikan pemahaman yang signifikan kepada pihak yang interest pada
hukum Islam, terutama hukum kewarisan, sehingga mendapat gambaran

hukum kewarisan (pembagian harta waris) yang relevan bagi masyarakat

16 Zuhairi Misrawi dkk. Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam

Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005), him. 281.
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muslim di Indonesia dengan melihat hasil obsevas pada salah satu
masyarakat desa yang berada di Indonesia.
2. Menambah khazanah intelektualtual Islam terutama yang berkaitan dengan

kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
tentang masalah sgjenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi
peneliti, adalah merupakan pengertian dari telaah pustaka. Untuk menghasilkan
suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam
penelitian, maka sebelumnya dilakukanlah sebuah pra-penelitian terhadap
objek penelitiannya, dalam hal penelitian tentang praktek pembagian harta
warisan dalam tradiss masyarakat Desa Wonokromo Bantul Y ogyakarta,
terdapat beberapa literatur yang berkaitan di antaranya :

Penelitian yang dilakukan Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum
Waris Adat, bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam
pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem
keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau liberal.*’

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan
dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat
kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak

sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan

Y Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Semarang: Adhitya Press, 2004), him. 24.
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kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan
maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh
kebudayaan asing yang menjajah alam fikiran bangsa Indonesia.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan
Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya untuk
Keluarga’, Umi Maftuhah menyebutkan pembagian warisan setelah seratus
hari meninggal karena adanya anggapan dari sebagian masyarakat di
Kecamatan Kembaran, dianggap tabu jika harta warisan itu dibagikan sebelum
seratus hari meninggalnya pewaris.*®

Kemudian Abdul Haim dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat
Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan”, menulis bahwa
pihak perempuan lebih banyak mewarisi daripada pihak laki-laki, rumah dan
segala isinya akan dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dengan
alasan anak yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.*®

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah
berbeda sehingga dalam prakteknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat istiadat

tersebut sesuai dengan hukum Islam atau ‘ urf.

8 Umi Maftuhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta
Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga,” Skrips Pada Fakultas
Syari’ah |AIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta jurusan PA, (2001).

19 Abdul Halim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan
Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan,” Skripsi pada Fakultas
Syari’ah |AIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta jurusan PA, (1999).
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Skripst Mahmud Studi atas “ Reaktualisasi Hukum Waris Islam menurut
Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A”.?° Dalam skripsinya, Mahmud mencoba
untuk melihat |ebih jauh tentang kekuatan reaktualisasi hukum waris Islam bila
dihadapkan pada disiplin ilmu Usul Fikih. Menurutnya, pendekatan sosiologis
yang dipilih Munawir sebagai kekuatan alternatif dalam menjawab problem
kontemporer dapat terus dijaga dan dikembangkan. Demikian juga interpretasi
tentang pembagian warisan dalam Islam, tanpa mengkaitkan dengan konteks
dan prinsip ruh, teks cenderung terkesan statis. Oleh karena, itu reaktualisas
waris harus dilihat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, sehingga
hukum kewarisan Islam bisatetap diterima.

David S. Powers melakukan kajian tentang aspek sosiologis (sosiologi
teks) atau, lebih tepatnya, hermeneutika Al-Qur'an tentang ayat-ayat
kewarisan. Berpijak dari data sejarah yang menunjukkan adanya pengabaian
terhadap aturan hukum kewarisan Islam melaui fatwa-fatwa yang dikeluarkan
oleh ulama di Spanyol dan Afrika Utara pada abad pertengahan, ia

menyatakan®

Mengapa masyarakat pada waktu itu menghindari hukum kewarisan yang
telah memiliki ketetapan dari a-Qur’an dan yang pada umumnya diyakini
sebagai model hukum yang paling canggih dan lengkap? Pertanyaan inilah
yang mendorong saya untuk kembali pada teks a-Qur'an dengan
metodologi dan penyelidikan yang berbeda sama sekali.

2 Mahmud, “ Studi atas Reaktualisasi Hukum Waris |lam menurut Prof. Dr. H. Munawir
Sjadzali, M.A.,” skripsi Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 1998.

2 David S. Powers, Kritik Historis Hukum Kewarisan, alih bahasa Arif Maftuhin
(Yogyakarta: LKiS, 2001), him. vii.



27

Metodologi yang dimaksudkan Powers adalah suatu sistem penafsiran
atas berbaga dalil (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang diasumsikan perlu
direkonstruksi kembali. Menurutnya, hukum kewarisan yang ada sekarang ini
berbeda dengan apa yang ia istilahkan sebagal asal muasal atau bibit
munculnya hukum Islam (proto-Islamic law).? Pandangannya menarik untuk
ditindaklanjuti sebagai upaya rekontekstualisasi hukum kewarisan Islam di
Indonesia dengan memperhatikan realitas sosial yang dihadapi masyarakat
muslim Indonesia secara objektif. Upaya tersebut, secara umum, dilakukan
atau diupayakan melalui penelitianini.

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik
objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sgjauh
penelusuran penulis tidak satu pun secara sepesifik membahas tentang praktek
pembagian harta warisan dalam tradis masyarakat Desa Wonokromo. Oleh
karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian

terdahulu dengan adanya penelitian akademisini.

. Kerangka Teoretik

Hukum Islam mempunyai dua unsur penting; unsur normatif dan unsur
kontekstual. Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam diwahyukan bagi
seluruh umat manusia untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman. Agar dapat
diterima orang Arab waktu itu, Al-Qur'an memuat kandungan yang berasal

dari sgjarah kebudayaan dan tradisi Arab. Di sis lain a-Qur'an memuat

% 1bid. him. viii.
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kandungan transendental yang meletakkan norma bagi pelaku keseharian
manusia dan memberi arahan untuk kehidupan akhirat.>

Hukum waris menduduki tempat sangat penting dalam hukum Islam.
Ayat a-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini
dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setigp orang.
Kecuali itu hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak
diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli
waris. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam merupakan tuntutan
keimanannya kepada Allah SWT. #*

Allah yang maha adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli
waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia menentukan
pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Seperti

daamal-Qur'an:
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% Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid W4jidi dan Cici
Farkha Assegaf, (Y ogyakarta: LSPPA, 2000), him. 12-19.

% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris (Jakarta: Ul Press, 1998), him. 130.
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Dari ayat di atas dapat dismpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum

kewarisan Islam sebagai berikut :

2 An-Nisa> (4): 11.
3 An-Nisa> (4): 12.

¥ An-Nisa> (4): 176.
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1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi
kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta
peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki,
seperti yang berlaku dalam kapitalisme/individualisme, dan melarang
sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip
komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan
sendirinyatidak mengenal sistem kewarisan.

2. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat
mengahalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris
berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan
sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris
dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).

3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan
perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga
yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan
daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit
(pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah
lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan
daripada saudara seayah.

4. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan
kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu

kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah,
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ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta
warisan.

5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan.
Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru sgja lahir, semuanya
berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya
bagian diadakan sgadan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang
harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul
beban tanggungan nafkah keluarga mempunya hak yang lebih besar
daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah
keluarga.

6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli
waris disdlaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari,
disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris).
Bagian tertentu dari harta itu adalah 2/3,1/2, 1/3, ¥, 1/6, dan 1/8.
Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta abbudi, yang wajib
dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur’ an.*

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam di atas, al-Qur’an
memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan
sebagal pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur’an dan Sunnah itu

berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai

> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris, him. 10-13.



32

yang bersifat abadi.’® Sungguhpun demikian, dalam beberapa ha masih
diperlukan adanya ijtihad, yakni terhadap hal-ha yang tidak ditentukan dalam
al-Qur’ an dan Sunnah, oleh karena itu masih memerlukan penafsiran, dalam
konteks inilah menurut Sajuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu
negara/daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan
selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan
yang baku.'’

Sebagian besar bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada pada garis
demarkas antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu
pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku
sebagaimana mestinya. Di sebagian masyarakat, kecuali di beberapa daerah
atau pada kelompok-kelompok terbatas, masih tetap berpegang pada hukum
kewarisan adat. Kemudian mengenai hukum kewarisan adat itu sendiri terdapat
sistem dan azas-azas hukumnya yang berbeda-beda,*® seperti dalam pembagian
harta warisan di beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang sudah
terdapat dalam hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan
adat masing-masing, mereka banyak memakai cara musyawarah atau

perdamaian dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan.

18 | dris Djakfar dan Taufik Y ahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Pustaka

Jaya, 1995), him. 1-2.

74.

7 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara 1982), him.

8 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Hukum Waris Adat (Semarang: Adhitya Press,

2004), him. 2.
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Dalam Ustul Figh,’Urf disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam
pengertian igtilah tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan adat, namun dalam
pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘Urf lebih umum dibandingkan
dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat,
juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi
hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang
melanggarnya.™®

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan ‘Urf
tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu
dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti : “hukum itu didasarkan kepada adat
dan ‘Urf, tidaklah berarti kata adat dan ‘Urf itu berbeda maksudnya meskipun
digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipaka sebagai kata yang
membedakan antara dua kata.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi atas 'Urf sahih dan 'Urf
fasid® :
a 'Urf sahih

lalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan
syara. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah,
dipandang baik, telah menjadi kebiassan dalam masyarakat dan tidak
bertentangan dengan syara.

b. 'Urf fasid

19 Kamal Mukhtar, Ushul Figh (Y ogyakarta: Offset Press, 1996), him. 146.

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: PT LOGOS Wacana |llmu, 1999), I1: 363.



lalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan
dengan syara. Seperti kebiasaan mengadakan sesgjian untuk sebuah patung
atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima,

karena berlawanan dengan gjaran tauhid yang digjarkan agama Islam.

Sebagai dasar hukum bolehnya adat itu dianggap menjadi salah satu
sumber hukum ialah sesuai kaedah usul fikih:
2CAUCIE alRaE
Namun demikian ada syarat-syarat yang menyebabkan adat dapat
diterimayaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini
menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan
maksiat.

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata
sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik a-Qur'an maupun as-
Sunnah.

4. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang
sejahtera®

Dalam Islam dikena adanya tujuan dari pembentukan syari’at, hal ini sangat

penting sehingga merupakan pembahasan yang tidak luput dari perhatian ulama

2 Mushlih Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), him. 140.

3 |bid., him. 142.
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serta pakar-pakar hukum Islam.?* Ada lima hal yang menjadi tujuan dibentuknya
syari’at, yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan
menjaga keturunan (harga diri).” Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah
menjaga harta, karena untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan,
minum dan berpakaian, untuk itu diperlukan harta dan manusia harus
mendapatkannya dengan cara halal dan baik tentu sgja agar kemaslahatan ummat
tetap terjaga. Untuk menjadikan keberadaan hukum Islam terasa relevan dalam
kehidupan ummat, maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang
didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.® Salah satu konsep kemaslahatan
adal ah prinsip kemudahan dan kelonggaran.
F. Metode Penelitian
Sebagal karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan
metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian
terlaksana dengan sistematis.”® Dengan demikian, metode merupakan pijakan
agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penyusun
menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Pendlitian
Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field

research), yaitu penelitian secara langsung kepada obyek yang diteliti,

# Amir Syarifuddin, Ushul Figh, him. 205.
% |hid.
% Asmuni Abdurrahman, Qaidah-Qaidah Figh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 107.

% Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Y ogyakarta:
Kanisius, 1999), him.10.



36

dalam hal ini adalah praktek pembagian harta warisan masyarakat Desa
Wonokromo. Sumber utama penelitian ini adalah ayat-fenomena yang
berkembang di objek kajian berupa fenomena prilaku maupun respons
lainnya. Sedangkan sumber sekundernya dapat berupa literatur-literatur
pendukung sumber primer.

2. Sifat Penelitian
Pendlitian ini juga bersifat deskriptif-analitis.”’ Hal ini ditempuh
melalui telaah terhadap data primer maupun sekunder dengan terlebih
dahulu mendeskripsikan subyek penelitian untuk kemudian dianaisis.
3. Penentuan Sampel
Penentuan sample sangatlah penting karena analisis penelitian
nantinya akan didasarkan pada data sampel. Sampel merupakan bagian
dari populasi yang bisa diharapkan mewakili populasi secara keseluruhan.
Tehnik sampling yang digunakan adalah non random vyaitu, tidak
semua individu dijadikan sebagai anggota sampel, melainkan hanya
individu tertentu sgja yang dijadikan sampel dalam penelitian
Langkah ini penyusun lakukan mengingat besarnya populasi yang
ada serta luasnya wilayah Desa Wonokromo, sehingga penelitian terbatas
hanya pada sampel yang diangap representatif. Untuk itu perlu penyusun
kemukakan, bahwa penyusun mengambil tiga tokoh masyarakat, empat
tokoh agama, dan enam perangkat desa yang juga sekaligus elaku

pembagian hartawarisan di Desa Womokromao.

" Y aitu mendeskripsikan kontruksi pemikiran dari kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis
secara kritis, serta mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran
kedua tokoh tersebut.
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4. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian
diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan
skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut :
a Observas

Pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki.® Metode ini mengamati secara langsung
teradap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati
dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat
khususnya kegiatan yang berkaitan dengan fokus kajian.

b. Interview (wawancara)

Metode Interview yaitu suatu metode pengumpulan data dengan
jalan bertanya jawab secara langsung kepada pelaku dan pihak-pihak
yang terkait denganya. Yakni masyarakat desa wonokromo, tokoh-
tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa

5. Pendekatan Pendlitian
Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis problem
ini adalah “pendekatan sosiologis’ atau lebih tepatnya sosiologi hukum
Islam. Penulis memilih “pendekatan sosiologi” sebagai perangkat analisis,
karena sosiologi memfokuskan perhatiannya pada interaksi antara agama

dan masyarakat. Praanggapan dasar perspektif sosiologis adalah concern-

%8 Sutrisno Hadi, Metode Research (Y ogyakarta: Andi Offset, 1989), I: him. 136.
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nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan

termasuk agama.®®

6. Andisis Data

Dalan menganaisis data, penyusun menggunakan analisis
kualitatif, yakni analisis pada pembahasan sekitar pelaksanaan waris yang
telah menjadi kebiasaan masyarakan Desa Wonokromo. Data hasil
observas itu bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan
mengambil hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara
umum. Penulis juga menggunakan penalaran induktif, yakni analisis data
mengenai praktek pembagian harta warisan di Desa Wonokromo yang
bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-
hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Dalam kaitan dengan penelitian ini, penggunaan paradigma kualitatif
dimaksudkan untuk memahami penomena ritus siklus kehidupan sebagai
bentuk wujud budaya tradisional masyarakat Wonokromo Bantul
Yogyakarta dan persentuhannya dengan nilai-nilai keislaman serta
aplikasinya dalam sistem pranata sosial budaya masyarakat sesuai dengan
fokus masalah yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan paradigma
tersebut diharapkan dapar dideskripsikan dan dijelaskan nilai-nilai 1slam
dan posisinya daam sisitem budaya masyarakat Wonokromo Bantul

Y ogyakarta.

him. 1

# Lihat Peter Berger, The Social Reality of Religion (Harmondsworth: Penguin, 1993),
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G. Sistematika Pembahasan
Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, antara

satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan organik.

Bab satu, pendahuluan, berturut-turu memuat uraian, latar belakang dan
rumusan masalah yang akan dikaji, uraian pendekatan dan metode penelitian,
dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian,
tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.
Selanjutnya uraian tentang telaah pustaka dan signifikasi penditian,
dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus
akan nampak orisindlitas kagian penulis yang membedakannya dengan
sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan
untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab dua membahas gambaran umum Desa Wonokromo Bantul
Yogyakarta, dari letak geografi, demografis dan kondisi sosia keagamaan

masyarakatnya dan historisitasnya. Kemudian dilanjutkan pembahasan
mengenai praktek pembagian harta warisan di desa Wonokromo. Uraian ini
dimaksudkan untuk memberikan wawasan historis objek penelitian dalam
penelitianini.

Pada bab tiga penulis berupaya mendalami latar sosial historis sistem
hukum kewarisan baik hukum adat maupun hukum Islam. Penelaahan tersebut
penting karenaposisi latar sosial sistem hukum memiliki kontribusi yang tidak
kecil dalam perkembangan dan pembacaan yurisprudensi hukum kewarisan

Islam dalam perspektif sosiologi hukum.
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Bab empat merupakan substansi dari penelitian (skripsi) ini. Dalam bab
ini dipaparkan tentang analisis terhadap sistem dan praktek pembagian harta
warisan pada masyarakat desa Wonokromo Bantul menurut hukum Islam.
Dimulai analisis mengenai sistem kewarisan, dan analisis terhadap praktek
pembagian harta warisan yang meliputi system kewarisan dan praktek

pembagiannya.

Bab lima, penutup, memuat uraian kessmpulan yang berisi jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digjukan dalam rumusan masalah dan

saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.
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hartanya itu berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya, setelah berlalu
beberapa waktu ahli waris itu membagi-bagikan harta antara mereka untuk
dijadikan milik bersama semenjak matinya s pewaris menjadi milik
perseorangan dengan jalan berbagi. Sistem ini menghendaki bahwa pada saat
matinya si pewaris itu telah dapat diketahui dengan pasti siapa ahli waris-ahli

warisitu, setidak-tidaknyatelah wajib diketahui pada saat berbagi itu.

. Praktek Pembagian Harta Warisan
Dalam hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan
tarikah atau tirkah, dalam pengertian bahasa, searti dengan miras| atau harta
yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik
harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (tarikatul maiyiti).2®
Menurut Azhar Basyir, Dalam bukunya Hukum Waris Islam, yang
dimaksud dengan harta warisan adalah :
“...Benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris.
Namun, pada harta peninggal an itu terlekat hak yang harus ditunaikan,
yaitu hak s pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan
jenazahnya, sgjak dimandikan sampa dimakamkan ; kemudian hak
para kreditur ; kemudian orang atau badan yang menerima wasiat
pewaris. Setelah tiga macam hal itu ditunaikan, barulah para ahli waris
berhak atas harta peninggalan itu.”®

Idris Ramulyo, Dalam bukunya Perbandingan Hukum Kewarisan Islam

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan atau harta

8 Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Figh Mawaris (Semarang: PT. Pustaka Rizki

Putra, 1997), him. 9.

8 A. A. Basyir, Hukum Waris, him. 135.
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peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat

berupa :

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya piutang yang hendak ditagih (activa).

2. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada
saat meninggal dunia atau passiva.

3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing
suami isteri.®

Sedangkan menurut masyarakat adat Desa Wonokromo bahwa harta
warisan adalah segala harta benda yang ditinggalkan karena matinya seseorang
akan berdih kepada orang lain yang dalam ha ini disebut sebaga ahli
warisnya setelah harta itu disisihkan segala yang menyangkut dengan s mayit
seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan fardu kifayahnya), hutang
piutang dan sebagainya® Dalam hukum kewarisan Islam ikhwal seperti ini
dikena dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggal an.

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan ini diuraikan oleh
Ahmad Azhar Basyir, Secara berurut sebagai berikut, hak yang berhubungan
dengan harta peninggalan itu secaratertib adalah sebagai berikut :

1. Hak yang menyangkut kepentingan si mayit (pewaris) sendiri, yaitu biaya
penyelenggaraan jenazahnya, segjak dimandikan sampai dimakamkan.
. Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur.

1
2. Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerimawasiat.
3. Hak ahli waris.*

% |dris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Isam di Pengadilan Agama dan
Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Jakarta:
Pedoman IImu Jaya, 1992). 106.

° Wawancara dengan Bapak Suyitno di Wonokromo, tanggal 10 November 2009.

%2 A. A. Basyir, Hukum Waris, him. 12.
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Pada dasarnya harta warisan masyarakat Desa Wonokromo dapat
dibedakan menjadi dua, harta peninggalan tidak terbagi dan harta peninggalan
terbagi, yaitu :

1. Harta peninggalan tidak terbagi
Yang dimaksud dengan harta peninggalan tidak terbagi di sini yaitu
rumah dan yang termasuk di dalamnya. Rumah secara otomatis akan
menjadi milik anak tertua laki-laki yang tidak dibagi kepada ahli waris lain,
karena rumah ini nantinya berfungs sebagai harta kerabat yang
pengurusannya dipegang oleh anak tertua laki-laki. Rumah bukan sgja tidak
dapat dibagi tetapi jugatidak boleh dijual, konsekuensinya apabila rumah itu
dijual harus sepengetahuan keluarga dan hasil dari penjuaan nantinya
dilakukan pembagian, tidak menjadi milik anak tertualaki-laki lagi.
2. Harta peninggalan terbagi
Harta peninggalan terbagi biasanya berbentuk tanah dan sebagainya
selain dari pada rumah, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan
bagi seluruh ahli waris. Namun penguasaan dan pembagian terhadap harta
peninggalan terbagi ini masih di bawah kendali anak tertua laki-laki.

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat WWonokromo sebelum harta
peninggalan itu siap untuk dibagi-bagi kepada ahli waris, haruslah terlebih
dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan dengan si mayit,
berupa hak dan kewajibannya dari harta peninggalan itu. Hal ini mereka

lakukan sesuai dengan firman Allah:
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Dalam praktik pembagian harta waris masyarakat desa \WWonokromo

selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta

yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua

itu bertujuan agar tercapa kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan

dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap

terpelihara dan dirasakan nilai keadilannya.

Dengan demikian pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan

masyarakat desa \WWonokromo dapat dirumuskan sebagai berikut:

1

2.

Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan damai.

Musyawarah dilakukan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli

waris.

Perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan
tidak 2:1 tetapi 1:1.

Peran kerelaan dan kelkhlasan masing-masing ahli waris sangat besar,
sehingga seorang ahli waris rela menerima berapa pun bagian yang
diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah.
Pembagian seperti itu dikarenakan mereka lebih mengutamakan
perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi keutuhan keluarga.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh
masyarakat desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral
individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, hal itu dilakukan
untuk mengantisipas terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris
(anak-anaknya) dan supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun
perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli
perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas
rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya. Kebanyakan
di lingkungan masyarakat desa Wonokromo harta waris antara laki-laki
dan perempuan 1:1, pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin
keadilan dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga.

2. Pada dataran ini, praktek pembagian harta warisan di masyarakat desa
Wonokromo dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka
dalam ha ini Isam memandang praktek tersebut sebagai al-U’rf shahih
yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Dari kacamata sosial, praktek

pembagian harta warisan dapat dianggap sah bagi masyarakat yang
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membudayakannya, karena nilai-nila yang pantas menurut suatu
masyarakat merupakan manifestasi dari hati nurani masyarakat tersebut
dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut.
Kondis lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan
menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu,
tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat

yang lain.

B. Saran-Saran
Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun
memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya

bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Penelitian mengenai polatradisi pada satu masyarakat tertentu merupakan
penelitian lapangan yang menuntut seorang peneliti untuk bersifat objektif,
karena itu bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian semacam ini
hendaknya menyiapkan terlebih dahulu perangkat metodologi yang tepat,
karena pemilihan metodologi dan pendekatan yang digunakan sangat
mempengaruhi sebuah hasil dari penelitian.

2. Dalam penelitian semacam ini hendaknya peneliti lain tidak berhenti pada
penilaian normatif, karena tujuan penelitian ini bukanlah mengadili atau
menilai sebuah pemaknaan dan pengegjawantahannya dalam kehidupan,
akan tetapi untuk memahami, memaparkan dan menjelaskan gegjaa-geaa

dan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
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LAMPIRAN 1

TERIJEMAHAN AYAT AL QUR’AN, HADISDAN TEKSBAHASA

ASING LAINNYA.

No

Bab

Him

FN

Terjemah

12

12

Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak |elaki
sama dengan bagahian dua orang anak perempuandan
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggal kan; jika
anak perempuan itu seorang sgja, Maka ia memperoleh
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwaris oleh
ibu-bapanya (sgja), Maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meningga itu mempunya beberapa saudara,
Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang
ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
sigpa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

12

13

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai
anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak




meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara
laki-laki (seibu sgja) atau seorang saudara perempuan
(selbu sgja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang
benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Penyantun.

13

14

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia
tiddk mempunyai anak dan mempunya saudara
perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua  dari  harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jikaiatidak mempunyai anak; tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh
yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian
dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan
Allah Maha mengetahui segal a sesuatu.

17

21

Berikanlah maaf dan menyerulah pada kebaikan

17

22

Adat dapat menjadi dasar hukum

18

26

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak
menghhendaki kesulitan

50

13

Dan Sulaiman mewariskan dari Daud

52

Hukum vyang berkaitan dengan kewarisan untuk
mengetahui perhitungan dan kadar masing-masing dari
harta peninggalan

52

[Imu untuk mengetahui orang yang berhak menerima
waris ataupun yang tidak berhak dan mengetahui kadar
serta tata cara pengaturannya.

10

555

12

Nabi Muhammad saw telah mengambil seperenam untuk




kakak dari si mayit yang tidak mempunyai ibu.

57

15

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian
berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu
termasuk  golonganmu  (juga). orang-orang Yyang
mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan
kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segal a sesuatu.

12

58

16

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.

13

58

17

Sesungguhnya kepatuhan adalah bagi mereka yang
dimedekakan

14

59

20

Aku adalah ahli waris bagi mereka yang tidak
mempunyai ahli waris

15

61

24

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik
dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu
secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah
mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi
kebanyakan mereka tiada mengetahui

16

62

26

Seorang pembunuh tidak dapat hak warisan

17

62

27

Tidak dapat mewaris seorang Muslim kepada kafir,
begitu juga sebaliknya.




LAMPIRAN I

BIOGRAFI TOKOH

IMAM BUKHARI

Nama lengkap Imam Bukhari (194 H - 252 H / 810 M — 870 M) adalah Abu
Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. beliau adalah seorang
ulama hadis yang sangat masyhur. Guru-guru imam bukhari diantaranya adalah: Maki
bin Ibrahim, Abdullah Usman Al-Marwazi, Abdullah bin Musa Al-Abbasi, Abu
Asyim Asyaibani, dan Muhammad ibnu Abdillah Al Anshari. Adapun ulama-ulama
yang pernah berguru kepadanya diantaranya adala: Imam Muslim, Abu Zur’ ah, At-
Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasha'i. karyanya yang paling terkenal adalah
Jami’ as-Shahih, yaitu kitab Hadis yang menghimpun Hadis sebanyak 6397 buah
hadis, sedangkan karya-karya yang lain diantaranya adalah As-sahabah wa at-
Taabi’in, At-Tarikh Al-Kabir, Al-Adaabu Al Munfarid dan Birr Al walidain.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim Ibnu a-Hgjg bin Muslim Bin
Kausyaz al Qusyairi Al Naisaburi, Lahir di Naisaburi pada tahun 204 hijriyah. Beliau
adalah pakar Hadis yang sangat diagungkan karena sgjak Usia 12 Tahun telah serius
dalam mempelgjari, menelaah dan memburu hadis. Dia gemar bepergian melawat ke
peibagai daerah baik kota kecil atau kota besar hanya untuk mencari hadis tertentu.
Diantara kitabnya yang terkenal yang hingga sekarang menjadi rujukan ulama-ulama
adalah a jami as-sahih atau yang lebih dikenal dengan sahih muslim.

Abdul Wahhab Khalaf

Beliau dilahirkan di Fagid pada bulan Maret tahun 1888 di Negara Kafiru
Ziyad. Dan beliau mendapatkan sebutan yang baik dari warga Al-Azhar pada tahun
1908 setelah beliau hafal kitab Al-Qur’an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat
masuk dan keluarnya siswa Madrasah Al-Qaza Syar’i, kemudian pada waktu itu juga
beliau diangkat menjadi guru madrasahnya.

Pada tahun 1919, kekayaan beliau dihabiskan untuk biaya kitabbiyah dan
mudharabah, serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah Al-Qaza. Dan beliau juga
termasuk orang yang memutuskan dengan hukum syara’, beliau diangkat menjadi
pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu.

Beliau juga pada masa hidupnya meninggalkan karya-karyanya antara lain:
Kitab Ushul Figh, Kitab Ahkamul Ahwail al-Syakhsiyah dan Syara’ Wafi (al-Wagib
dan Al-Mawaris) atau disebut dengan Faraid, Siyasah Syari’ah atau pemerintahan,
serta kitab Tafsirul Qur'an Karim dengan macamnya yaitu Nur dari Islam yang
intinya membahas masalah perluasan Qaza Syar’i dan magjalah hukum serta magjalah
Ikhwail Islam.



Al-Qardawi

Biasa disebut Yusuf al-Qardawi, seorang ulama kontemporer kelahiran Sifit
Turab Mesir, pada tahun 1926 M. sarjana Tafsir hadits pada Universitas al-Azhar
Kairo ini, ahli dalam bidang hukum Islam. Sgjak masih muda telah aktif berdakwah
dan diterima serta dikena masyarakat umum di Mesir sebagai mufti muda yang
bijaksana. Produktifitasnya semakin bertambah ketika berhasil meraih gelar Doktor di
bidang hukum Islam, dan telah menyelesaikan disertasinya tentang zakat. Disamping
sebagal pengajar, beliau juga sebagal pengasuh program Tanya jawab agama di radio
dan televisi Qatar, yang bertitel Hadyu al-Islam fatawa MU’ assirah. Hasil karyanya
tersebar luas dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diantara karyanya
adalah: al-ljtihad al-Mu’asir Baini al-Indibat wa al-Infirat (ljtihad kontemporer;
kode etik dan penyimpangan), al-ljtihad fi asy-Asyari’ah al-lslamiyyah ma'a
Nadratin Tahliyyatin fi al-ljtihad al-Ma’asir (ljtihad dalam Syari’at Islam), al-
Madkhal fi dirasat asy-Syari’ah al-Islamiyyah (membumikan syari’at Islam), hukum
az-Zakat (hukum zakat), halad dan haram, fatwafatwa Qardawi: permasalahan,
pemecahan, dan hikmah.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo, pada
tahun 1356 H. Beliau adalah teman sgawat Hassan Al-Banna, pemimpin gerakan
Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah termasuk salah satu penggar ijtihad dan
menganjurkan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits. Pada tahun 50-an beliau telah
menjadi professor di jurusan IImu Hukum Islam Universitas Foud Islam, adapun hasil
karyanya yang terkenal adalah Figh sunnah dan kitab Qa'idatul Fighiyyah.

Hasybi ash-Shiddieqy

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-
karyanya, terutama dalam bidang hukum Islam. Lahir padatanggal 10 Maret 1904 M,
di Loh Sumawe, Aceh Utara, Sumatera. Ulama yang belgjar kepada ayahandanya
sendiri ini, mempunyai biografi singkat sebagai berikut: pada tahun 1928, beliau aktif
berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Loh Sumawe, pada waktu
pendudukan Jepang, beliau menjabat sebagai anggota pengadilan tertinggi di Aceh,
dan setelah masa kemerdekaan, beliau menjadi dosen di IAIN Y ogyakarta yang pada
waktu itu bernama PTAIN, seterusnya beliau menjadi Dekan Fakultas Syari’ah di
perguruan tinggi tersebut pada tahun 1960 hingga tahun 1972, sekaligus pada tahun
itu dikukuhkan sebagai guru besar hukum Islam. Pada tahun 1975, beliau menerima
gelar doctor Honoris Causa dari Inisba dan juga menerima gelar yang sama dalam
ilmu Syari’ ah, dari IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta. Beliau pulang ke Rahmatullah
pada tanggal 09 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, Indonesia. Karya
beliau yang terkenal adalah Tafsir An-Nur 30 Juz, dan juga karya-karyanya yang lain
adalah dalam bidang Tafsir, Hadits, Tauhid, Figh, dan lain-lain.



AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta pada 21 November 1928 dan wafat di Y ogyakarta pada 28 Juni
1994. Semasa hidupnya beliau pernah menjadi dosen Fakultas Filsafat UGM
sekaligus sebagal ketua jurusan Filsafat Agama di UGM, setelah menamatkan
studinya di PTAIN Y ogyakarta (1958), beliau meneruskan ke Kairo Jurusan Syari’ ah
Fakultas Dar al-‘Alam dan mendapat gelar M. A daam bidang Dirasah Islamiah
(1965), lalu ke pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM (1971-1972). Disamping
mengajar diberbaga Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga menjabat
sebagal Pimpinan Pusat Muhammadiyah (periode 1990-1995). Beliau juga menjabat
sebagal anggota Lembaga Figh Islam Organisasi Konfrensi Islam (wakil Indonesia)
di Jeddah. Karya tulisnya antara lain: Masalah Imamah dalam Filsafat Politik 1slam
(1981), Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982),
Filsafat Ibadah dalam Islam (1983), dan Citra Masyarakat Muslim (1984).



LAMPIRAN |11
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan masyarakat \WWonokromo tentang harta warisan ?

2. Bagaimanatradisi masyarakat Wonokromo dalam pembagian harta warisan ?

3. Kenapatidak mengacu pada apa yang dijelaskan dalam sistem kewarisan Islam ?

4. Apakah sdlama menggunakan sistem kewarisan adat setempat, masyarakat
Wonokromo sudah merasanyaman ?

5. Apa yang menyebabkan masyarakat Wonokromo tidak menggunakan sistem
kewarisan Islam ?

6. Dengan menggunakan sistem pembagian waris secara adat apakah tidak dianggap

bertentangan dengan hukum Islam ?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

JI. Marsda Adisucipto , Telp. (0274) 512840

Nomor
Lamp.
Hal

Tembusan :
- Arsip

: ULO2/AS/PP.01.1/ /2009 Yogyakarta, 18 November 2009

: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Sekretaris Daerah Provinsi DIY.

Komplek Kepatihan Danurejan

Yogyakarta 55213

Assalamu’alaikum wr. wb.
Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan sKripsi.
mahasisawa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data

yang akurat.

ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari“ah :

Nama : Wasis Ayib Rosidi

NIM : 05350045

Semester (IX

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Judul Skripsi : Praktek pmebagian harta warisan masyarakat
Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret.
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta

Guna mengadakan penelitian ( riset ) di Desa Wonokromo,
Kecamatan Pleret, Kabuaten Bantul

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan 55213, Telepon: 512243, 562811, s/d 562814

Membaca

Tanggal
Mengingat

Di ljinkan kepada :
: WASIS AYIB ROSIDI NIM/NIP. 05350045

- JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Nama
Alamat

Judul Penelitian :

Lokasi
Waktu

Ketentuan:

SURAT KETERANGAN/IJIN
Nomor : 070/ 5206
. Dekan Fak Syari'ah UIN Yogyakarta. Nomor : UIN/2/PD.I/PP.01/X11/2009.
: 17 Nopember 2009. Perihal : ljin Penelitian

: 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri:

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA WONOKROMO,
KECAMATAN PLERET KAB BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

. Kabupaten Bantul
. Mulai Tanggal 19 Nopember 2009 s/d 19 Februari 2010.

1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang
berwenang mengeluarkan ijin;

2 Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD), dan menunjukkan cetakan asli;

oW

ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah:
Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;

5 ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan

yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Nopember 2009
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

-

el ol

Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
Bupati Bantul cq. Ka. Bappeda
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DIY
Dekan Fak Syari'ah UIN Yogyakarta.
Yang Bersangkutan.




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA

Jin.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website http://www.bappeda.bantulkab.go.id
E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 /1621

Membaca Surat : Dari :  Pem. Prop. DIY Nomor : 070/5206
Tanggal : 19 Nopember 2009 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang

Diizinkan da

Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;

2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentzng
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan

3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakaria Nomor 38/12/2204
tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Nama : WASIS AYIE ROSIDI
No.NIM/ NIM 05350045 MHS. UIN SUKA YK
Judul : PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA
WONOKROMO,KECAMATAN PLERET KAB. BANTUL,DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.
Lokasi ¢ Desa Wonokromo Kec. Pleret.
Waktu :  Mulai Tanggal : 19 Nopember 2009 s/d 19 Februari 2010
Dengan ketentuan g
1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setemnat

2.
3

(Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperiunya ;

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Bacan
Perencanaan Pembangunan Daerah Istimew:a Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kegada
Bupati lewat Bappeda setempat;

Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya
diperlukan untuk keperiuan ilmiah;

Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperiukan;

Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan terseout
diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperiunya.

NN A WNE

Dikeluarkan di : Bantul
Pada Tanggal : 23 Nopember 2009
Tem n dikirim kepada Yth
Bpk. Bupati Bantul A.n Bupati Bantul
Ka. Kantor Kesbangpollinmas Kab Bantul K Wa Kabupaten Bantul
Ka. Pengadilan Agama Kab. Bantul 'evkretaris
Camat Pleret

Lurah Desa Wonokromo
Yang bersangkutan
Pertingga!



PEMERINTAH DESA WONOKROMO
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ﬁ

SURAT KETERANGAN / IZIN

Membaca Surat : Dari Kepala BAPPEDA Kab. Bantul
Tanggal 23 November 2009

Nomor : 07071621

Perihal : ljin Penelitian

Di ljinkan Kepada :
Nama : Wasis Ayib Rosidi

NIM : 053500345
Fakultas/Jurusan : Syari‘ah / al-ahwal asy-syakhsiyyah
Judul Penelitian : Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa

Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,

Yogyakarta
Lokasi : Desa Wonokromo
Waktu - 19 November 2009 s/d 19 Februari 2010

Demikian surat keterangan/izin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Dikeluarkan di : Wonokromo

Pada Tanggal : 19 November 2009




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wasis Ayib Rosidi

Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 09 Agustus 1983

Alamat Asal : PanggungPloso 01/13, Sumberagung, Rejotangan,
Tulungagung.

Alamat di Yogyakarta : Kanggotan 03/05 Pleret Bantul.

Orang tua
Ayah : Drs. H. Mahmud (Alm).
Ibu : Hj. Umi Asiyah

Riwayat Pendidikan :
1. RA Al- Khadijah Sumberagung, lulus tahun 1993
2. MI Al-Rosyidiyah Sumberagung, lulus tahun 1996.
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